
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada 

Pasal 126 s/d Pasal 142 Perangkat Daerah wajib 

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan 

bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

ditetapkan; 

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo 

Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara 

Menimbang 

BUPATI TEBO, 

PERATURAN BUPATI TEBO 
NOMOR 4t; TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 94 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PROVINSI JAMBI 
BUPATITEBO 



Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

Kabupaten 

Kabupaten 

Sarolangun, 

Jambi dan 

Pembentukan Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro 

Peraturan Bupati Tebo No 68 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Tebo Tahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo 

Nomor 144 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo 

Kabupaten Tebo Tahun 2023. 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Mengingat 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerin tah dan Kewenangan Provinsi 

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3952); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 481 7); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

Nomor 534 7); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 6401); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6840); 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

05/PRT /M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan 

Perkotaan; 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran · 

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010 Nomor 13); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 

2012 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 

Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 4); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah 

Ka bu paten Tebo Tahun 2014 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo 

Tahun 2021 Nomor 18); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 

Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1); 
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3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo 

Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo 

Tahun 2022 Nomor 12); 

4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang 

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 

2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 

2022 Nomor 37); 

5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 44); 

6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150; 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 

1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di 

J alan Dengan Kendaraan U mum, juncto Kepu tusan 

Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Penyempurnaan Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan 

Kendaraan Umum; 
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Memperhatikan 



(2) Penjabaran Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan 

Hidup dan Perhubungan Tebo Tahun 2023 sebagai di rnaksud pada 

ayat (1) tercanturn dalarn naskah Rencana Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2023 dan rnerupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

BAB III 

PENDAHULUAN 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 

(RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 

RENCANA KERJA (RENJA) DAN PERNDANAAN 

DINAS LINGKUNAN HIDUP DAN PERUBUNGAN 

KABUPATEN TEBO; DAN 

PENUTUP 

BAB I 

BAB II 

Pasal 3 

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2023 disusun dengan sisternatika 

penyusunan sebagai berikut: 

(1) 

Pasall 

Merubah ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Bupati Tebo Nornor 94 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2023 sehingga pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 94 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN 
TAHUN 2023 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 
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ERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR .. 1.~ . 

111 angkan di Muara Tebo, 
a tanggal, 1'3-9· 2023 

ARIS DAERAH KABUPATEN TEBO, 

TEBO, 

Ditetapkan di Muara Tebo· 
pada tanggal, I; - 9 - 2023 ~=~. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo 
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